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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 
keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA : Membedah Kebijakan Ahok : Inovasi vs Prosedur 

Pengantar diskusi oleh: 

1. Prof. Harjono (Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI) 
2. Yopie Hidayat (Mantan Staf Khusus Wakil Presiden RI) 
3. Dr. Dian Puji Simatupang (Kepala Studi Hukum Administrasi Negara UI) 
4. Zihan Syahayani, S.H. (Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute) 

 

Moderator :  Saidiman Ahmad,  Peneliti SMRC 

 

Pengantar: Terobosan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam hal kontribusi 

tambahan terkait proyek reklamasi adalah sebuah kasus yang unik. Sebagai kepala daerah, Ahok mengambil 

langkah berani dengan meminta para pengembang untuk menambah kontribusi – sebagai syarat 

melanjutkan proyek reklamasi – yang di dalamnya digunakan untuk program kesejahteraan, seperti untuk 

pengadaan rumah susun bagi masyarakat kurang mampu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah 

inovasi kebijakan seperti ini harus diadili? Bagaimana mengatasi prosedur yang terlalu rumit di dalam 

birokrasi? 

 

Dalam diskusi ini akan diangkat dua pertanyaan besar sebagai berikut : 

1. Bagaimana menilai langkah Ahok ini dalam perspektif pengelolaan pemerintah serta hukum? 

2. Apakah terobosan seperti ini harus dilarang atau sebaliknya justru perlu untuk dijadikan contoh oleh 

kepala daerah lainnya dalam mengatasi hambatan birokrasi? 

 

Partisipan  

Peserta yang hadir sebanyak 54 orang. Peserta dari berbagai kalangan, yakni civil society, seperti CAS UI, The 
Ahokers, Forum PRB Jakarta, CIPS, ASN Watch, Iluni PPS UI, KIB, Youth Proactive dan PI AMG. Turut hadir 
pula media, seperti Kompas, Tempo, Metro TV, Merdeka.com, Sindotrijaya FM, Detik.com, Aktual.com, dsb. 
Serta dari kalangan pemerintah, seperti DPRD DKI Jakarta, kantor Gubernur DKI Jakarta, dan Pemrov DKI 
Jakarta. 

PEMBAHASAN 

(1) Prof. Harjono. Ada satu bidang hukum tertentu yang mengatur bagaimana inovasi dapat bermain dalam 
birokrasi, yakni hukum adminitrasi negara (HAN). Dalam HAN ada ruang yang bernama diskresi.  Tentu 
diharapkan setiap kepala daerah tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, namun ini bukan berarti 
bahwa kepala daerah tidak dapat melakukan inovasi. Seorang kepala daerah tidak akan mungkin sukses 
hanya dengan mengandalkan APBD dan Undang-undang semata. Inovasi harus banyak bekerja agar sebuah 
daerah dapat sukses memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.  
 
Terkait reklamasi, ternyata tidak ada satu UU-pun yang melarang melakukan reklamasi. Reklamasi boleh, 
tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Permasalahan yang ada saat ini adalah siapa yang dapat 
memberikan wewenang untuk reklamasi. Siapa yang memiliki final say atau yang berhak menentukan kapan 
reklamasi dilakukan dan tidak dilakukan. Pemerintahan itu tidak hanya diselenggarakan berdasarkan politik 
tetapi ada kepercayaan kepada pemerintah. Masyarakat memberikan kepercayaannya kepada Pemerintah 
untuk membuat kebijakan. 
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(2) Yopie Hidayat. Birokrasi sudah pasti lebih rumit dibandingkan proses pengambilan keputusan di sebuah 

lembaga privat, kuncinya adalah akuntabilitas. Problem utama yang dihadapi adalah proses dibandingkan 
dengan outcome. Kebijakan publik itu harus mempertemukan kepentingan banyak pihak dan sangat besar 
sekali tantangannya di sana. Proses rasanya jauh lebih penting dibandingkan dengan outcome. Berbicara 
proses tentu akan sangat terkait dengan aturan main (rule of the game), sayangnya dalam kasus reklamasi 
itu sendiri aturan mainnya juga terlihat banyak bermasalah. Di Indonesia, sayangnya, penegakan hukum 
masih belum terlalu baik, sangat bergantung sama siapa yang membuat. Hal ini tentu perlu menjadi 
perhatian oleh semua pihak.  
 
Tantangan lainnya bagi seorang kepala daerah saat ini adalah masyarakat yang cenderung kritis. Hal ini 
tentu akan berbicara mengenai managing constituent. Konstituen itu sangat beragam, dan kepala daerah 
perlu untuk mencari keseimbangan. Kunci pentingnya adalah bagaimana seorang kepala daerah untuk 
mengidentifikasi kepentingan dari setiap konstituennya.  
 

(3) Dr. Dian Puji Simatupang. Pemerintah akan selalu dihadapkan oleh banyak persoalan, seperti masalah 
yang tidak terstruktur dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan 
kewenangan yang diberikan oleh pejabat publik (atributif). Kepetingan masyarakat atas kesejahteraan tentu 
menjadi tujuan utama atau tugas dari pejabat publik. Isu yang saat ini berkembang harusnya lebih kepada 
kesejahteraan utama ketimbang dengan persoalan prosedural. Intinya adalah tujuan harus lebih 
dipentingkan daripada persoalan yang prosedural.  
 
Kontribusi pengembang lebih kepada ketiadaan dasar hukum. Hal itu akan diserahkan kepada kepala 
daerah. Demi kepentingan kesejahteraan umum, maka wajar saja seorang kepala daerah memberikan izin 
reklamasi kepada pengembang. Dan lagi-lagi itu untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu karena belum 
ada dasar hukum yang berlaku, maka diberlakukannya perjanjian atas asas perdata antar sebuah daerah 
dengan pengembangnya. Dengan ini, karena ini merupakan sebuah perjanjian perdata, maka perjanjiannya 
harus akuntabel dan transparan. 
 
Esensi paling utama dari sebuah kerumitan atau permasalahan adalah kebijakan yang transparan dan 
akuntabel. Cara paling bijaksana terhadap reklamasi adalah Gubernur membuat perubahan atau penyusaian 
dengan kondisi saat ini yang ikut mempertemukan kepentingan investor dan masyarakat sekitar. Yang jelas 
Gubernur perlu melakukan revisi atas keputusan pemberian izinya tempo lalu. Hal ini bukan berarti bahwa 
kegiatan reklamasi harus dihentikan, namun penting untuk memperhatikan kondisi yang ada pada saat ini. 
 

(4) Zihan Syahayani, S.H. Dalam reklamasi ada banyak sekali rezim hukum yang berlaku. Saat ini benteng kuat 
yang mendasari adalah Kepres  No. 52 Tahun 1995 dimana Gubernur diberikan wewenang untuk 
memberikan izin reklamasi. Namun karena banyaknya perubahan peraturan perundang-undangan, 
kemudian lahir Perpres No. 122 Tahun 2012 yeng memberikan KKP kewenangan untuk memberikan 
rekomendasi dalam hal izin reklamasi. Disisi lain KLH juga berwenang dalam hal izin lingkungan yang 
menilai dampak penting reklamasi. Kalau bicara secara normatif atau hirarkis kekuatan Perpres dapat 
dikatakan lebih kuat dibandingkan dengan Permen. Sehingga posisi kewenangan sebenarnya bisa diperjelas 
yakni Gubernur memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin reklamasi, KKP memberikan rekomendasi 
dan KLH menilai dampak penting melalui evalusi izin lingkungan. 
 

Inovasi administrasi harus berorientasi pada kepentingan umum. Terkait masalah PTUN bukan berarti 

bahwa reklamasi harus dibatalkan, namun kegiatan ini harus disertai dengan syarat-syarat demi 

kepentingan publik kembali, contohnya seperti amdal dsb.  
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FORUM DISKUSI 

1. Ferdinand (ASN Watch), apakah diskresi bisa dipidanakan? 

2. Inggar Joshua, semua hal terkait diskresi harus secara transparan dan kepala daerah berperan terhadap 
hal ini. 

Tanggapan : 

1. Zihan, diskresi di Indonesia itu sifatnya terbatas. Pejabat negara bisa melakukan diskresi itu diatur dalam 
Undang-undang. Apakah diskresi bisa dipidanakan? Jawabannya tentu bisa, namun sanksinya bersifat 
administratif. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan kepala daerah bisa mengadukan kepada 
PTUN, namun lagi-lagi apabila dikabulkan sanksinya hanya bersifat administratif. Namun apabila 
ditemukan suatu unsur pidana di dalamnya hal itu tentu bisa dipidana. 

2. Prof. Haryono, yang seharusnya dilakukan adalah mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa terkait 
kegiatan reklamasi ini. Ini ditujukan agar terbentuk sebuah kepastian hukum soal reklamasi. Berbicara soal 
diskresi, diskresi tentu akan sangat melekat terhadap atribut. Jangan sampai diskresi ini akan 
menyalahgunakan wewenang. Diskresi akan digunakan apabila ada permasalahan konkret, sayang jika kita 
melihat lebih jauh persoalan reklamasi ini bukanlah masalah yang konkret. 
 

3. Dr. Dian Puji Simatupang, diskresi tidak bisa dipidanakan. Diskresi akan melakat pada pejabat publik 
bersangkutan. Kecuali motivasi yang digunakan adalah suap atau tipuan, makan motivasi itu yang harus 
dipidanakan. Kebijakan akan tetap sah. Jadi jelas di sini, apabila kegiatan reklamasi itu salah, maka 
buktikanlah bahwa motivasi gubernur itu adalah salah dan tepat untuk dipidanakan. Diskresi tidak harus 
dilandaskan pada dasar hukum, cukup dengan AUPB.  

 

4. Yopie Hidayat. UU anti korupsi yang ada saat ini cukup keras. Di sisi lain UU ini harus menjadi peringatan 
bagi para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara. Tapi harus diperhatikan bahwa mengadili 
motivasi adalah hal yang sangat sulit untuk dibuktikan.  

 

Permasalahan reklamasi ini sebenarnya bukan masalah hukum, ini lebih ke permasalahan politik terkait 
agenda pemilihan umum di 2017. Rasanya permasalahan ini jika diserahkan presiden juga dapat 
diselesaikan secara cepat.  
 

Catatan :  
1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/category/pendidikan-publik/the-indonesian-forum-
pendidikan-publik/ 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 
informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

 

TERIMA KASIH 
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